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                                                   ABSTRACT 
 

Implementation  of  Family Planning Policy in case study of increase of Family Planning men’s 
Acceptor  in Tembilahan Sub district,Indragiri Downstream Regence. 

 
                                                       A r b a i n 
                                              Universitas Terbuka 
                                             Arba_in@yahoo.co.id 
 
Keywords: Communication, Implementation, resource. 
 
Focus  and location this research is in  implementation  of  Family Planning Policy in case study of 
increase of Family Planning men’s Acceptor  in Tembilahan Sub district,Indragiri Downstream 
Regence, the purpose of research is for analyzemPolicy   implementation   also  to  knowing   and   to  
analyze   influencing   policy implementation factors. With phenomenology’s methods, use qualitative  
methods analyzer  conclude  that  policy implementation not yet   it   to.   The  indication  is showing  
by still lower men’s participation attainment of New Family Planning,  it influencing    by   some   
factors, including,    the  capability  to   communication (counseling) officer of Family Planning is still 
lower, resource qualityisstill lower, It  induce  to lower disposition of  implementation officer,  and  also  
organization chart in sub district not yet  fixed.   The  other  reality besides  four  dimensions  is 
mentioned,  policy context also influence implementation, including,  influence of religion figure,  
culture in society  where women is to giving  in  and receive, and also lack of counseling media for 
fathers. 
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                                            ABSTRAKSI 

Implementasi Program Keluarga Berencana Studi Kasus Peningkatan Akseptor KB Pria 
di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

                                                     A r b a i n 

                                             Universitas Terbuka 

                                            Arba_in@yahoo.co.id 

Kata Kunci:  Komunikasi, Implementasi, Sumber daya. 

 

          Fokus dan lokasi peneltian ini pada implementasi kebijakan Keluarga Berencana Studi kasus 
Peningkatan Akseptor KB Pria di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang bertujuan 
untuk meneliti implementasi kebijakannya sekaligus mengetahui dan menganalisis faktor-fktor yang 
mempengaruhi implemetasi kebijakan. Dengan pendekatan fenomenologis, menggunakan metodologi 
kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum sesuai harapan. Indikasi 
menunjukkan adalah masih rendahnya tingkat pencapaian akseptor KB baru pria, yang hal ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kemampuan melakukan komunikasi (konseling) KB bagi 
petugas yang masih rendah, kualitas sumber daya yang rendah berimbas pada rendahnya disposisi 
implementator, serta struktur organisasi di kecamatan yang belum dipastikan bentuknya. Kenyataan lain 
menunjukkan bahwa di samping empat dimensi tersebut dimensi kontek kebijakan juga mempengaruhi 
implementasi, yang diantaranya adalah: pengaruh tokoh agama, kultur masyarakat dimana perempuan 
bersifat mengalah dan menerima, serta kurangnya media penyuluhan bagi bapak-bapak. 
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Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Proram Semester (TAPM) dengan 

Judul “ Implementasi Program Keluarga Berencana Studi kasus Peningkatan Akseptor KB pria 

di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.  

          Penulisan TAPM ini merupakan bagian akhir dari rangkaian tugas-tugas studi penulis 

dalam memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi, Bidang Minat Administrasi 

Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. Penulisan TAPM hingga mencapai 

bentuk akhir bisa terwujud karena adanya dorongan, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Elfis Suanto, M.Si, Selaku Dekan Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru. 
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5.  Ibu Kepala beserta staf Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
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6.  Ibuku, istri dan anak – anakku yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan serta 

do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik 

 Kebijakan  menurut Anderson dalam Islamy (2001: 17) “A Purposive   course  of  action  

followed by an  actor  or set  actors  in dealing  with  a problem  or a matter  of  concern“ 

serangkaian  tindakan  yang mempunyai  tujuan tertentu  yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seorang pelaku atau kelompok  pelaku  guna memecahkan  suatu masalah tertentu.  

 Batasan  mengenai kebijakan publik juga disampaikan oleh Frederich dalam Wahab 

(2008: 13) adalah suatu  tindakan yang mengarah  pada tujuan yang diusulkan  oleh seseorang, 

kelompok  atau pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan  adanya  

hambatan-hambatan  tertentu  seraya mencari  peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau  

mewujudkan  sasaran  yang diinginkan. 

 Definisi ini terasa belum lengkap dan tidak bisa dikatakan sebuah defenisi kebijakan 

nyata jika belum ada instrumen lunak untuk melengkapinya dalam melaksanakan tujuan 

kebijakan itu. Diantaranya harus Ada sekian banyak perangkat lunak yang mau tidak mau 

harus dipenuhi, kelak supaya tidak dikatakan sebagai kebijakan mengada-ada. Perangkat lunak 

itu adalah seperangkat instrumen pokok yang melekat pada pelaku kebijakan dan aturan-aturan 

pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Instrumen krusial itupun telah dijawab oleh Edwards III 

dalam Winarno (2002: 174), secara eksplisit ia mengatakan jikalau punya keinginan membuat 

sebuah kebijakan dan berharap supaya lancar tanpa ada hambatan yang berarti, berjalan mulus 

maka harus memperhitungkan variabel krusial yang meliputi hal-hal berikut ini:  

 Pertama, faktor komunikasi, para policy maker berharap ketepatan informasi yang 

disampaikan antara penyampai pesan dan penerima pesan ada kejelasan. Supaya keputusan-

keputusan dan perintah-perintah dapat ditransmisikan dengan sempurna kepada personil di 
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lapangan sebagai pelaksana kebijakan, apa yang harus dilakukan maupun tidak boleh 

dilakukan. Kejelasan komunikasi ini menjadi titik tekan penting karena berharap pada proses 

implementasi kebijakan sesuai dengan misi awal dari sebuah kebijakan. 

 Kedua, faktor sumber-sumber, yang dimaksud dengan sumber-sumber adalah faktor 

penting dalam meneruskan kebijakan. Sumber-sumber yang penting meliputi personil yang 

memiliki keahlian teknis, kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk 

menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna menunjang pelayanan kepada masyarakat atau 

penerima hasil manfaat dari kebijakan.  

 Ketiga, faktor kecenderungan-kecenderungan, maksud dari faktor kecenderungan-

kecenderungan ini adalah adanya responsibilitas dari pelaksana kebijakan yang melaksanakan 

keputusan dengan efektif karena mendapat dukungan dari para pembuat keputusan awal, 

sebaliknya apabila tingkah laku pelaksana berbeda dengan para policy maker maka proses 

pelaksanaan kebijakan mendapat kesulitan. 

 Keempat, struktur birokrasi, dalam pelaksanan tindakan-tindakan kebijakan pasti tidak 

lepas dari yang namanya birokrasi. Birokrasi diciptakan untuk menghubungkan antara 

pengguna dan pelaksana kebijakan. Didalam dirinya sendiri terdapat struktur-struktur, aturan-

aturan dan mekanisme organisasi dimana mereka melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing untuk melaksanakan kegiatan kebijakan pemerintah. Artinya, pembuat dan 

pelaksana kebijakan dalam bekerja harus saling menjaga keharmonisan semua aturan dan 

instrument-instrument pokok sebagai variabel penting yang telah disepakati agar berjalan 

dengan baik dalam proses pelaksanaan kebijakan. 

 Pakar lain juga mengemukakan pendapatnya seperti Edwars III dan Sharkansky dalam 

Islamy (2001: 18-19) yaitu: Kebijakan Negara adalah  suatu tindakan yang dilakukan atau tidak  

di lakukan  pemerintah. Kebijakan negara  tersebut  dapat berupa  peraturan  perundang-
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undangan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program dan 

tindakan yang dilakuan oleh Pemerintah. 

 Adapun menurut  Islamy (2001: 20) bahwa “Kebijakan negara adalah serangaian  

tindakan  yang di tetapkan  dan dilasanakan  yang ditetapkan  dan dilaksanakan  atau tidak di 

laksankan oleh Pemerintah yang mempunyai  tujuan  atau berorientasi  pada tujuan demi 

kepentingan seluruh masyarakat “. Kebijakan yang diambil menjadi tidak mempuyai arti jika 

tanpa unsur pemaksanaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dapat di patuhi 

untuk dapat di laksanakan. Hal ini  sejalan dengan  pendapatan  Easton dalam Islamy (2001: 

19) yang mendefinisikan  kebijakan sebagai The  authoritative  allocation  of   values   fot the  

whole  society, yang  mengandung arti  bahwa kebijakan  tersebut mengandung  nilai paksaan 

yang secara sah  dapat di lakukan pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan pada masyarakat. 

 Mengacu pada pendapat para ahli seperti Anderson, Frederich, Edwards III, dan Islamy 

maka dapat di simpulkan  bahwa kebijakan publik  adalah serangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentinga publik (masyarakat) dan bertujuan 

untuk mengatasi masalah, memenuhi  kebingian dan tuntutan seluruh  anggota  masyarakat. 

Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang di lakukan maupun yang tidak 

di lakukan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan 

faktor yang mempengaruhi proses tersebut.  

 Berdasarkan para pakar teesbut, kebijakan Publik adalah suatu tindakan atau membuat 

perintah untuk merubah sesuatu untuk tujuan tertentu. Berhubungan dengan penelitian ini, 

untuk peningkatan partisipasi Program KB Pria diperlukan intervensi pemerintah. Untuk 

mencapai penurunan pertumbuhan penduduk, melalui kesetaraan gender.  
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B. Implementasi Kebijakan 

 Menurut Grindle dalam Wibawa, dkk. (1994: 22-24) bahwa: “Implementasi  kebijakan  

pada dasarnya  di tentukan oleh  isi kebijakan dan konteks  kebijakan” isi kebijakan 

menunjukan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi 

proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan,  kepentingan dan 

strategi  aktor-aktor  yang  terlibat.  

 Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai 

peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program 

maka model kesesuaian Korten dalam Tjokrowinoto (1996: 136) merupakan bentuk yang ideal 

untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan 

terjadi  jika terdapat  keseusian  antara hasil  program dengan  kebutuhan sasaran, syarat tugas-

tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengembalian 

keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran  keterkaitan 

antara elemen-elemen dalam pelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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                                                         Gambar 2.1 

                                  Teori   Pelembagaan Program D. C. Korten  

 

                                                          Program  

 

 Program Output 

 

    Beneficiary Need  

 

Desecision making  

                               Mean of demend               Organization 
 

     Beneficiaries             Organization  

Sumber: Tjokrowinoto (1996: 136) 

 Di dalam  Gambar 2.1 terlihat  bahwa organisasi  sebagai salah satu   fokus  penelitian 

harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan 

kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan 

berbagai sumber dan memobilisasikan untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan  program 

sedemikian rupa sehingga output program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi  keberhasilan kebijakan, pada hakekatnya kebijakan 

publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan  dibuat mencakup hubungan timbal balik 

antara tiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berikut 

ini skema tiga elemen sebagaimana yang digambarkan Dunn (2003: 44) 
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                                                         Gambar 2.2 
                            Tiga Elemen Sistem Kebijakan menurut W. Dunn 

 

                                                             Pelaku   
                                                          Kebijakan  

 

 

 

Lingkungan  
Kebijakan  

Kebijakan  
Publik  

 

                  Sumber: Dunn (2003: 44)  

 Tampak  bahwa kebijakan  merupakan serangkaian  pilihan yang saling  berhubungan  

yaitu dibuat  oleh pejabat pemerintah  dan diformulasikan ke dalam berbagai  masalah  (isu) 

yang timbul,  sedangkan  pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok individu yang 

mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan. Dari pendapat 

tersebut dapat diidentifikasi bahwa mekanisme kebijakan menunjukan adanya keterpengaruhan 

antara pelaku kebijakan, kebijakan itu sendiri dan lingkugnan kebijakan.  

 Hal yang sama juga di nyatakan oleh Quade (1984: 310) bahwa  dalam  proses  

implementasi kebijakan  akan terjadi  interaksi  dan reaksi dari organisasi pelaksana, 

kelompok, sasaran dan faktor-faktor lingkungan  yang  mengarah  pada konflik, sehingga  

membutuhkan  suatu transaksi  sebagai umpan balik yang  di gunakan  oleh pengambil  

keputusan dalam  rangka merumuskan  suatu kebijakan. Proses implementasi kebijakan ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2.3 
 

Model Implementasi Menurut E. S. Quade 
 
 

Proses 
Pembuatan 
Kebijakan 

Kebijakan Organisasi 
Pengimple 

Mentasi 

Kelompok   
Sasaran  

 

 

  Kebijakan  
Yang  

Diidealkan  
 
 
 
 

   Faktor Lingkungan  
         
 
        Transaksi  
 

                         Umpan Balik      Institusi  
  

Sumber: Quade (1984: 311) 

 Senada dengan pendapat  sebelumnya, bahwa kebijakan  selalu dipengaruhi  oleh 

beberapa  variabel  dasar. Menurut Edwars III dalam Winarno (2002: 118) “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi program yaitu komunikasi dan sumber-sumber (sumber daya), 

kecederungan sikap dan struktur birokrasi”. Selanjutnya “Implementasi Program adalah tahap 

pembuatan kebijakan dan konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya”.  Jika suatu 

kebijakan  tidak tepat atau tidak bisa mengurangi permasalahan yang timbul meskipun telah 

diimplementasikan, akan mengalami kegagalan. Interaksi keterpengaruhan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Model Implementasi menurut George C. Edwars III 

 

  

 

  

 

 

 

 

   
Sumber: Edwars III (1980: 1498) 

Dari Gambar 2.4 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. 

     a.  Variabel  Komunikasi  

   Implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus 

dilakukan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 

group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka 

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 

b. Variabel  Sumber Daya  

  Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa 

bila impelemtator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan 

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni 

implemen-tator dan sumber daya finansial.  

Komunikasi 

Implementasi 

Sumberdaya 

Disposisi 

Struktur 
Birokrasi 
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c. Variabel  Disposisi  

  Disposisi adalah watak dan katakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti  

komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apa bila impelemtator memiliki disposisi yang 

baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diingikan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap dan perspektif yang berbeda 

degan pembuat kebijakan, maka proses imple-mentasi juga menjadi tidak efektif.  

d. Variabel  Struktur  Birokrasi 

  Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang 

penting dari sikap organi-sasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating 

Procedures atau SOP).  

 Selanjutnya implementasi kebijakan publik menurut Winarno (2002: 72)  

“Model proses implementasi  terdapat  6 (enam) variabel yang membentuk  kaitan (linkage) 
antara  kebijakan  dan pencapaian  (performance). Variabel-variabel tersebut merupakan  
variabel bebas  dan  variabel   terikat yang saling  berhubungan  satu sama lainnya,  adapun  
keenam variabel  tersebut adalah  1)  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan,  2) sumber-sumber, 3) 
komunikasi  antar  organisasi  dan kegiatan-kegiatan pelaksana,  4) karakteristik-karakteristik  
badan  pelaksana,  5)  kondisi ekonomi, sosial  dan politik  6) kecenderungan  pelaksana-
pelaksana”.  
 
 Jadi dalam  implementasi  kebijakan  terdapat variabel-variabel yang  saling 

berhubungan membentuk kaitan antara kebijakan publik dan pencapaian  yang diharapakan.  

Sedangkan Implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 99) 

sebagaimana yang terlihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.5 

Model Implementasi Kebijkan menurut Van Meter dan Van Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Subarsono (2005: 99) 

 Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008: 65) model implementasi yang 

mereka tawarkan disebut dengan A Framework for Policy Implementation. Analisis kedua ahli 

kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah 

kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: 

    1)  Kesukaran-kesukaran teknis 

         Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan, tergantung pada sejumlah 

persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-

indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai 

prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat 

Komunikasi antar organisasi 
dan kegiatan pelaksanaan Ukuran dan 

tujuan kebijakan 

Karakteristik 
badan plaksana 

Disposisi 
pelaksana 
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Implementasi 
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keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah 

dikembangkannya teknik-teknik tertentu.  

 2)  Keberagam perilaku yang diatur   

   Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam 

pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas 

dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh 

para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.  

 3)  Persentase Totalitas Penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran 

  Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah 

(melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan 

dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang 

bagi pencapaian tujuan kebijakan. 

    4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehandaki 

          Semakin besar jumlah perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh     kebijakan, 

maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh keberhasilan dalam 

mengimplementasikan kebijakan. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih mudah 

dikendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu 

besar. 

 b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat   

 Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk     

menstruktur proses implementasi secara tepat memalui beberapa cara: 

1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.  

     Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan 

disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan 
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faktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari 

badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. 

2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. 

 Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha 

pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan. 

3) Ketetapan alokasi sumber dana.  

 Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar 

terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal. 

4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-

instansi pelaksana. 

  Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki dalam implementasi kebijakan ialah 

kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan 

untuk menyatupadukan dinas, badan dan lembaga dilaksanakan, maka koordinasi antar 

instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan 

membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana 

 Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah 

titik-titik veto, dan mitensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu 

aturan harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan 

dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-

badan pelaksana. 

6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang. 
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 Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang di-isyaratkan demi tercapainya 

tujuan. Hal ini sangat signifikan oleh karena top down policy bukanlah perkara mudah 

untuk meng-implementasikannya pada para pejabat pelaksana pada level lokal. 

7) Akses formal pihak-pihak luar 

 Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh 

mana peluang-peluang yang terbuka bagi pertisipasi para aktor di luar badan pelaksana 

dapat mendukung tujuan resmi. Ini dimaksudkan agar kontrol pada para pejabat 

pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

c. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Implementasi  

1) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi 

2) Dukungan publik 

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat 

4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana 

 Senada dengan pendapat sebelumnya, bahwa variabel organisasi pengimplementasi akan 

mempengaruhi kebijakan yang ada dalam   implementasi kebijakan sebenarnya disadari bahwa 

tidak semua alternatif secara komprehensif dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul. 

Menurut Widaningrum  dalam Wibawa (1994: 17) menyatakan bahwa  “Tidak setiap  

kebijakan  yang dirumuskan  pemerintah  dapat dijalankan  dengan baik dan membuahkan hasil  

yang diharapkan“. Disebutkan pula tentang tekanan dari berbagia pihak, dalam hal ini dapat 

dikatakan juga mengenai pentingnya pengawasan yang dilakukan dalam implementasi 

kebijakan. Pengertian pengawasan yang dilakukan dalam implementasi  kebijakan. Pengertian 

pengawasan  sebagaimana di kemukakan oleh  Fayol  dalam  Wahab  (2008: 25) bahwa 

“Dalam setiap usaha, pengawasan  terdiri atas  tindakan  meneliti apakah segala sesuatu  

tercapai atau berjalan sesuai dengan  rencana  yang telah di tetapkan  berdasarkan  intruksi-
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intruksi  yang  telah di keluarkan, prinsip-prinsip yang telah di tetapkan, pengawasan bertujuan 

menunjuk  atau menemukan  kelemahan-kelemahan itu”. 

Mengacu  dari berbagai  pendapat para  ahli  yang telah disampaikan di atas serta hasil 

pengamatan dan observasi di daerah  penelitian, penulis  berasumsi  bahwa  faktor  yang 

mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan Proram Keluarga Berencana di Kecamatan 

Tembilahan  Kabupaten   Indragiri Hilir adalah jarak tempuh sarana dan Birokrasi yang 

berbelit-belit sejalan dengan hal  tersebut penulis  akan mengadopsi  pendapat Edwards III 

(1980) yang menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan adalah:  

Komunikasi, sumber daya, disposisi  dan struktur  birokrasi.  

Melihat rumusan pendapatan para ahli sebagiamana tersebut diatas, pada dasarnya terdapat 

unsur kesamaan tujuan yang akan dicapai dalam hal mempelajari implementasi, yaitu 

kesuksesan implementasi   kebijakan. namun  demikian  ada sedikit  fenomena  titik tekanan 

dari masing – masing pendapat, Edwards III dan Grindle menitik beratkan  kajian  pada 

mekanisme  kinerja  implementasi yang  berkecederungan  pada pola  dari atas   ke bawah  

(top-down), Mazmanian  dan Sebatier menekankan  pada  kerangka  analisis  implementasi 

kebijakan, kemudian Quade (1984) dengan memasukan unsur-unsur tekanan dan kepentingan 

kelompok sasaran (Bottom-Up). 

C. Keluarga dan Keluarga Berencana 

 Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengendalian kuantitas penduduk untuk 

menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang antara lain diupayakan melalui program 

Keluarga Berencana (KB). Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut terus 

dipertahankan sebagai langkah penting dalam pembangunan berkelanjutan serta untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui terwujudnya keluarga kecil 
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yang berkualitas. Program KB di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelahiran total 

dari 5, 6 anak per wanita usia subur pada awal tahun 70-an menjadi sekitar 2, 3 – 2, 6 anak per 

wanita usia subur pada tahun 2007 (BKKBN, 2011: 1).  

Berdasarkan peraturan yang berlaku menjelaskan, keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan 

anaknya, atau ibu dan anaknya. Selanjutnya diterangkan juga bahwa Keluarga Berencana 

adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui penundaan usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2002: 3).  

Walaupun begitu, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan bidang 

kependudukan dan keluarga berencana tetap ada, seperti masih besarnya pertambahan jumlah 

penduduk serta tingginya angka laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu dalam Program 

Pembangunan Nasional (RJPMN) tahun 2010 – 2014, program KB masih menjadi salah satu 

program prioritas untuk mengatasi masalah pengendalian penduduk dan pelembagaan keluarga 

kecil yang berkualitas. 

Desentralisasi Program Keluarga Berencana (KB) telah dimulai awal tahun 2004 yang 

ditandai dengan telah selesainya penyerahan Program, Personil, Pembiayaan, dan Dokumentasi 

(P3D) pada akhir tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 103 

tahun 2001 (pasal 114 ayat 2), tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan 

organisasi dan tatakerja lembaga pemeintah non departemen. Dalam Kepres ini dinyatakan 

bahwa sebagai tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan 

oleh pemrintah, dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Pemberlakuan Kepres tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pelaksanaan 

otonomi daerah yang bermaksud untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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Pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi terwujudnya 

pelayanan publik yang berkualitas. 

Sebagai salah satu program pembangunan nasional, program KB mempunyai arti yang 

sangat penting, merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil 

berkualitas, sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Program ini 

diarahkan sebagai upaya pengendalian kualitas penduduk melalui keluarga berencana serta 

pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang 

berkualitas. 

 D. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 

 Oleh karena peneliti mencoba mengadopsi pendapat Edwards III (1980) dalam 

penelitian Implementasi Peningkatan Akseptor KB Pria di Kecamatan Tembilahan, maka 

diperlukan sedikit penjelasan tentang 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

1. Komunikasi 

  Menurut Koontz (1986: 186)  yang dimaksud dengan komunikasi adalah penyampaian 

informasi dari pengirim kepada penerima dan informasi itu di mengerti oleh yang 

belakangan, selanjutnya  menurut Robbins (1994: 356) Komuinikasi adalah  penyampaian  

dan pemahaman  suatu  maksud,  kemudian Gordon dalam Widjaja (2008: 359) mengartikan 

komunikasi sebagai pemindahan informasi, gagasan, pengertian atau perasaan antar orang.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian  

informasi atau penyampaian warta dari komunikator kepada  komunikan. 

Unsur–usnur komunikasi administrasi menurut Koontz  (1986: 690-693)  adalah 

pengirim  warta, pengiriman  warta, penerima  warta perubahan  sebagai akibat komunikasi, 

faktor-faktor situasi  dan  organisasi  dalam  komunikasi, sedangkan menurut Robbins 
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(1994: 269) komunikasi  administrasi  adalah pembuatan  sendi, warta saluran, penafsiran  

sandi, penerima  umpan balik, dan apabila di simpulkan dari beberapa pendapat di atas 

unsur-unsur  komunikasi  adalah  adanya  sumber  warta saluran, penerima hasil umpan 

balik  dan  lingkungan.  

Faktor-faktor  yang mempengaruhi  komunikasi yang efektif  menurut  Moekijat 

(1990: 80) adalah 1) Kemampuan  orang untuk menyampaikan  informasi; 2)  pemilihan 

dengan  seksama apa yang ingin disampaikan oleh  komunikator; 3)  saluran  komunikasi  

yang  jelas  dan langsung; 4) media yang  memadai untuk menyampaikan pesan; 5) 

penentuan waktu dan penggunaan media yang tepat; 6) tempat-tempat penyebaran  yang 

memadai  apabila diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan yang asli, tidak 

dikurangi, tidak diubah dan dalam arah yang tepat. 

Faktor-faktor  yang perlu diperhatikan  apabila memilih  komunikasi  menurut Deyer 

dalam Widjaja (2008: 151) adalah: 1) Kecepatan; 2) kecermatan; 3) keamanan; 4) 

kerahasiaan; 5) catatan; 6) kesan; 7) biaya; 8) senang memakainya; 9) penyusunan tenaga 

kerja; 10) jarak. Dilihat dari jenis komunikasi ada 4 (empat)    yaitu: 1) Komunikasi dari atas 

ke atas; 2) komunikasi dari bawah  ke atas; 3) Komunikasi horizontal; dan 4) komunikasi 

diagonal. 

Melihat  berbagia pendapat  para ahli  diatas,  komunikasi merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan  kompetensi  efektivitas  implementasi , baik  komunikasi dari atas 

kebawah, dari  bawah ke atas  maupun secara  horizontal, yang hal ini merupakan  modal  

yang sangat menentukan berhasil tidaknya  peningkatan pelayanan partisipasi akseptor KB 

pria. 
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2. Sumber Daya 

 Menurut Flippo dalam Handoko (1990: 5) manajemen sumber daya alam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengitengrasian, memelihara, dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan 

organisasi dan masyarakat. Kemudian  menurut Handoko (1990: 5) manajemen sumber daya 

manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan , pemeliharaan dan penggunaan  sumber 

daya  manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun tujuan  organisasi.  

  Manajemen sumberdaya menurut Simamora (1999: 3) adalah pendayagunaan, 

pegembangan penilaian, pemberian balas jasa, dan pegelolaan individu anggota organsiasi 

atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya yang efektif mengharuskan manajemen 

menemukan cara terbaik dalam mengkarya orang-orang agar mencapai tujuan perusahaan 

dan meningkatkan kinerja organisasi.  Lebih lanjut dijelaskan ada  4 (empat) tipe sumber 

daya  yaitu: 1) finansial; 2) fisik; 3) manusia; 4) kemampuan  teknologi  dan system. 

Ketersediaan dan kelayakan sumber daya dalam  implementasi kebijakan memegang 

peranan penting, karena implementasi  kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-

sumber yang dibutuhkan  tidak cukup memadai. Sumber-sumber yang di maksud menurut 

Edwards III (1980: 30)  adalah: 1) staf yang relatif cukup jumlahnya yang mempunyai 

kehalian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan; 2) informasi yang memadai atau 

relevan untuk keperluan implementasi; 3) adanya dukungan dari lingkungan untuk 

mensukseskan implementasi; 4) adanya wewenang yang dimiliki implementator untuk 

melaksanakan kebijakan;    dan     5) fasilitas-fasilitas lain. 

3. Disposisi 

Disposisi  sebagaimana  dijelaskan oleh  Subarsono (2005: 91)  diartikan sebagai 

watak  dan karakteristik  yang dimiliki oleh  implementator, seperti komitmen, kejujuran  
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sifat  demokratik. Apabila   implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 

dapat menjalankan  kebijakan dengan baik seperti apa yang  di inginkan oleh  pembuat 

kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspetif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.  

Disposisi  implementator  ini mencakup tiga  hal penting yang meliputi: 1) Respon 

implementator terhadap kebijakan, yang akan  mempengaruhi  kemauannya untuk 

melaksanakan   kebijakan;  

2) kognisi, yakni pemahaman para impelentator terhadap kebiakan yang dilaksanakan; 3) 

intensitas disposisi implementator, yakni refensi nilai yang dimiliki oleh implementator 

(Subarsono, 2005: 101). 

4. Struktur Organisasi 

Organisasi  adalah  suatu koordinasi  rasional  kegiatan sejumlah  orang untuk 

mencapai  beberapa  tujuan  umum  melalui  pembagian  pekerjaan dan  fungsi melalui  

herarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi karakteristik tertentu yaitu mempunyai 

struktur, tujuan saling berhubungan satu bagian dengan bagian  lain dan tergantung pada 

komunikasi anggotanya untuk mengkoordiasikan aktifitas dalam organisasi itu.  

Selanjutnya Kochler dalam Muhammad (2005: 23) mengatakan bahwa organisasi 

adalah sistem hubungan yang  terstruk-tur yang mengkoodinasi usaha suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu, sedangkan pendapat Wright dalam Muhammad (2005:  24) 

mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk system terbuka dari aktifitas yang di 

koordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk  mencapai tujuan bersama, kendatipun kedua 

pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatan berbeda-beda perumusannya, akan tetapi 

ada 3 (tiga)  hal  yang sama-sama  dikemukakan yaitu: 1) organisasi merupakan suatu 

sistem; 2)  mengkoordinasikan  aktivitas; dan 3) mencapai tujuan bersama.  
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Suatu  struktur  organisasi  menetapkan  bagaimana  tugas pekerjaan dibagi, di 

kelompokkan dan di koordinasikan secara  formal  dan  menurut Robbins (1994: 66)  

struktur organisasi  meliputi: 1) spesialisasi kerja; 2) departemensasi; 3) rantai komando; 4) 

rentang  kendali; 5) sentralisasi dan desentralisasi;  6) farmalisme.  

Adanya pengaruh  stuktur  organisasi terhadap  implementasi  kebijakan  dinyatakan 

oleh  Effendi (1999: 24) menyebutkan  tiga hal  yang mempengaruhi  kinerja kebijakan, 

yaitu; 1) kebijakan itu sendiri;  2) organisasi;   3) lingkungan implementasi.  

Struktur  organisasi  dapat di nilai  sebagai  faktor  penting dalam  berhasil tidaknya  

implementasi  suatu kebijakan . Dua  hal  yang tak  kalah  pentingnya  dari organisasi  yang 

di pilih  dan struktur  organisasi serta bagaimana saling berhubungan antar organisasi-

organisasi   implementator  berlangsung, serta  lingkungan  organisasi  yang meliputi: 

kondisi sosial,  ekonomi, budaya, dan  politik  di sekitar organisasi. 

Kemudian hal  yang perlu dipahami adalah bahwa keterkaitan teori implementasi  dari 

Edwards  III (1980), serta  beberapa teori  sebelumya  terhadap  penelitian Implementasi 

kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Mengadopsi teori Edwards III (1980) hanya sebagai guide awal. Hal ini   didasarkan 

pada hasil observasi pendahuluan peneliti di lapangan. 

2. Empat fenomena awal sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu sesungguhnya 

sebagian di antaranya merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan dari beberapa pakar kebijakan yang lain. 

3. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang tujuan utamanya 

memahami secara mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan Keluarga 
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Berencana, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul faktor-faktor lain, sepanjang 

memang dalam penelitian nanti menunjukkan hal yang mendukung. 
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                                                              BAB III 

                                             METODE PENELITIAN 

A. Penelitian Sejenis 

 Penelitian tentang akseptor pria, bukanlah merupakan penelitian yang baru. Penelitian 

sejenis ini telah dilakukan oleh lembaga, seperti penelitian Identisifikasi Partisipasi Pria dalam 

Keluarga dan Kesehatan Reproduksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan 

oleh Direktorat Partisipasi Pria (DITPRI) dengan Puslitbang KB dan KR BKKBN Tahun 2001. 

Hasil penelitian ini menyebutkan, umumnya para informan bapak merasakan bahwa peran pria 

sebagai akseptor KB masih sangat rendah. Alasannya adalah kurang informasi kepada pria dan 

pilihan kontrasepsi yang terbatas. Peran bapak dalam KB dalam taraf mendorong/menyetujui 

istri ber-KB, serta merencanakan jumlah anak. 

 Bentuk-bentuk peran Bapak dalam kesehatan reproduksi, antara lain adalah memberikan 

perhatian cukup untuk kesehatan ibu dan bayi yang dikandung, memberikan kasih sayang, 

menyarankan/mengingatkan ibu atau istri untuk memeriksakan kehamilannya, ikut mengantar 

istri kontrol, merencanakan tempat dan penolong persalinan dan membantu pekerjaan istri pada 

waktu hamil dan  pasca melahirkan. 

         Sejalan dengan perubahan paradigma dalam mewujudkan keberhasilan program KB 

Pememerintah Indonesia mulai melaksankan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan 

dan keadilan gender, nmun demikian masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah 

rendahnya partisipasi pria dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi. 

         Sasaran Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004 – 2009 dijelaskan bahwa 

partisipasi pria menjadi salah satu indikator keberhasilan proram KB dalam memberikan 

kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Partisipasi 

pria/suami dalam KB adalah tanggung jawab pria/suami dalam kesertaan ber-KB, serta 
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berprilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan dan keluarganya. Menurut 

Ekarini (2008) bentuk partisipasi pria/suami secara langsung (sebagai peserta KB) adalah pria 

suami menggunakan salah satu cara atau metode pencegahan kehamilan, seperti kondom, 

vasektomi (kontap pria), serta KB alamiah (metode senggama terputus dan metode pantang 

berkala). 

B. Pendekatan Penelitian/Perspektif Pendekatan Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Hal ini mengingat tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam (verstehen) terhadap fenomena 

yang dijadikan sasaran penelitian, yakni masih rendahnya cakupan akseptor KB pria. Penelitian 

fenomenologis ini dapat memaknai dan memahami dan menarik berbagai generalisasi atau 

teori yang dapat digunakan untuk perkembangan ilmu itu sendiri untuk dijadikan dasar bagi 

kepentingan aplikasi teori dalam kehidupan masyarakat (Nawawi, 1996)    

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mencari 

makna dari fenomena yang ada. Metode kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (holistic) 

berupaya untuk mengungkapkan makna yang dihimpun dalam bentuk informasi dalam keadaan 

sewajarnya (natural setting). 

(Moleong, 2000:  2-3) 

 Metode penelitian ini juga mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Artinya 

penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja, melainkan 

melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Nawawi, 1996: 75). 

 Spesifikasi penelitian akan ditekankan pada penelitian deskriptif analitis, penelitian ini 

berupaya menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan, 

tanpa melakukan hipotesis dan perhitungan secara statistik.  
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C. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian 

 Ada dua maksud yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi, dalam hal ini fokus akan membatasi inkuiri. Kedua, penetapan 

fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi suatu informasi yang diperoleh di 

lapangan (Moloeng, 2000: 62). 

 Berkaitan dengan penelitian Implementasi Program Keluarga Berencana studi kasus 

peningkatan Akseptor KB Pria di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang 

menjadi fokus adalah para Pasangan Usia Subur (PUS) yang telah menggunakan Medis 

Operasi Pria (MOP) dan kondom. Selain itu juga penelitian ini memfokuskan pada PUS yang 

belum menggunakan MOP yang ada di wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri 

Hilir serta  para petugas yang terlibat dalam penyuluhan dan pelayanan sebagai pihak 

implementator kebijakan yang meliputi; PLKB, Petugas pembina KB Desa (PPKBD), serta 

tokoh masyarakat di wilayah penelitian. 

 Kemudian dalam penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi kebijakan. 

Dimensi yang diteliti mencakup 6 (enam) faktor yang mempengaruhi implementasi, yang 

meliputi: 

1. Faktor implementasi Kebijakan 

Titik tekan dimensi ini pada bentuk pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka 

peningkatan akseptor KB Pria di Kecamatan Tembilahan khususnya dan Kabupaten 

Indragiri Hilir pada umumnya. 

2. Faktor komunikasi 

Titik tekan kajian dimensi komunikasi adalah bentuk komunikasi konseling dari 

petugas kepada klien atau kelompok sasaran, ungkapan lisan yang keluar dari kelompok 
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sasaran, bagaimana suasana dialogis yang tercipta, serta penggunaan media komunikasi 

yang digunakan. 

3. Faktor Disposisi 

Dimensi disposisi yang dimaksudkan adalah sikap petugas dalam melaksanakan 

kebijakan, serta reaksi klien atau kelompok sasaran sebagai wujud hasil komunikasi antara 

petugas dan klien. 

4. Faktor Sumber daya 

Sumber daya yang dimaksudkan adalah; jumlah, kecakapan akademik yang bentuk 

kongkritnya meliputi tingkat pendidikan, jenis latihan yang pernah diikuti, serta 

kemampuan mengkomunikasikan sebuah kebijakan. Di samping itu juga menyangkut dana 

yang dialokasikan dalam mendukung kebijakan peningkatan akseptor KB pria. 

5. Faktor Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang dimaksudkan adalah kepastian bentuk atau jenis yang 

melaksanakan kebijakan di tingkat kecamatan. 

6. Faktor Budaya/Lingkungan 

Dimensi ini meliputi; budaya masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap budaya yang ada, pengaruh tingkat keberagamaan 

masyarakat kaitannya dengan KB Pria, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

pemahaman agama yang dianutnya. 

D. Pemilihan Informan 

 Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi 

sosial atau site penelitian, yang merupakan tempat dimana permasalahan atau fenomena sosial 

yang akan diteliti betul-betul ada. Pemilihan informan dilakukan secara tidak acak atau 

purposive. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah 
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orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan focus penelitian. 

Informan yang dipilih adalah informan kunci (key informan). 

 Teknik pengambilan sampel secara purposive adalah memperhatikan karakter informan. 

Jumlah informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Proses penelitian 

berlangsung dari satu informan ke informan yang lain. Penyebaran satu informan ke informan 

yang lain berlangsung secara snow bowling (bola salju). Pengambilan informasi yang 

mempunyai pengetahuan atau keterlibatan permasalahan yang diteliti.  Seterunsnya beralih 

kepada informan yang keterlibatannya lebih besar (Hidayat, 2002:5). Proses peralihan dari 

informan satu ke informan yang lain tetap memperhatikan karakteristik dari informan. Seperti 

Informan yang betul-betul mengetahui seluk beluk akseptor KB pria dan bertempat tinggal di 

wilayah Kecamatan Tembilahan. 

 Secara spesifik karakteristik informan adalalah sebagai berikut: 

1. Kelompok sasaran/penerima program, meliputi pria dan wanita berstatus kawin yang 

menggunakan Medis operasi Pria (MOP), dan kondom, serta yang belum menggunakan 

alat kontrasepsi tersebut. 

2. Kelompok Implementator yang meliputi; Koordinator penyuluh KB Kecamatan, Petugas 

Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Pembinan KB di Desa (PPKBD), serta 

tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyuluhan KB. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti  sendiri. Peneliti merupakan alat 

pencari informasi, menilai keadaan/ tindakan dan mengambil keputusan dalam usaha 

pengumpulan data. Hal ini sejalan dengan pendapat Moeloeng (2000) yang menyatakan 

bahwa:  
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 Manusia sebagai alat, sajalah yang dapat berhubungan dengan informan atau obyek 

lainnya. Manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya 

“manusia sebagai instrumen” pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor 

pengganggu.  

 Alat Bantu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan buku 

catatan, kamera untuk merekam gambar-gambar selama proses penelitian berlangsung. Tape 

recorder dalam penelitian ini digunakan untuk merekam kegiatan selama proses penelitian 

berlangsung. 

F. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara mendalam 

(indept interview) dan observasi lapangan. Wawancara mendalam. Untuk itu dilakukan dengan 

metode snow bowling, berangkat dari informan yang sangat terbatas informasinya tentang KB 

pria ke informan yang lebih luas dan mendalam informasinya tentang permasalahan yang 

diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara purposive dengan para informan, yakni orang yang 

dianggap tahu mengenai permasalahan dalam implementasi peningkatan akseptor KB pria. 

Agar wawancara dilakukan lebih terarah, dilakukan metode wawancara semi terstruktur 

(memakai pertanyaan terbuka, dan untuk isu-isu relevan yang tidak diharapkan hendaknya 

diikuti lagi oleh pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih banyak informasi) (Mikkelsen & 

Nale, 1999;85). 

 Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan intervew guide. Interview guide ini 

menggunakan catatan garis besar materi wawancara untuk menggali informasi di lapangan, 

kemudian dikembangkan oleh peneliti selama wawancara berlangsung, sehingga diperoleh 

informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Pengumpulan data yang lain berupa observasi 
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lapangan, untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan dan fakta sosial yang terjadi. 

Tujuan obsevasi adalah untuk menyesuaikan antara hasil wawancara serta fakta sosial. 

 Data lain yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  data sekunder yang 

pengumpulannya dilakukan melalui kajian pustaka, sumber tertulis seperti buku, artikel, 

dokumen. Data ini diharapkan ada relevansinya dengan bidang kajian penelitian. Data ini 

digunakan sebagai tambahan referensi untuk memperkaya temuan penelitian.  

 Proses pengolahan data, bergerak di antara empat sumbu kumparan. Data bolak-balik di 

antara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya 

data yang berupa field note yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang 

dikumpulkan. Kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data. 

Seterusnya diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis. Selanjutnya dilakukan 

usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat 

dalam reduksi data dan sajian datanya. 

 Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi 

data dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam field note. Jika ternyata dalam 

field note juga tidak dapat diperoleh data pendukung yang dimaksud, maka dilakukan 

pengumpulan data khusus kembali ke pandalaman dukungan yang diperlukan. 

 Cara pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara berlanjut, sampai 

penarikan kesimpulan. Apabila dirasa cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus 

persoalan dalam penelitian. Maka metode ini secara sistematis telah diperoleh penelitian 

menurut Milles dan Huberman (1992: 19),  seperti berikut:  

 

 

 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

14/41059.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model interaktif  

Milles dan Huberman menjelaskan bahwa: 

1. Reduksi data; sebagai proses pemilahan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan traspormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferifikasi. 

2. Penyajian data; sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Menarik kesimpulan/verifikasi; penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu 

tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan 

tenaga dalam peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Soetrisno, 2001; 88-90). 

      Pengumpulan 
             data 

Reduksi 
Data 

Sajian 
Data 

          Verifikasi 
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G. Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan  pada penelitian ini adalah kualitatif dengan dengan 

mengungkapkan fenomena, yaitu bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam 

membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Pada analisis ini fokus penelitian maupun 

pembahasan diarahkan pada bidang atau aspek tertentu. Namun pendeskripsian fenomena yang 

menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkap secara rinci (Hidayat; 2002:8). 

Adapun langkah-langkahnya meliputi: 

1) Pengumpulan data, baik data primer yang berasal langsung dari sumbernya, maupun data 

skunder yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau sumber lain. 

2) Penilaian data dilakukan dengan prinsip-prinsip validitas, reliabilitas, dan obyektif.  

Sedangkan prosedur untuk memperoleh data yang valid, reliable, dan obyektif antara lain : 

a. Kategori data, baik data primer maupun skunder. 

b. Mengadakan kritik data, yaitu data tersebut benar atau tidak dibandingkan dengan 

fakta, dan data tersebut relevan atau tidak dengan tujuan penelitian yang hendak 

dicapai. 

c. Interpretasi dan penyajian data, yang diharapkan semua data dapat membentuk suatu 

rangkaian yang logis, baik disusun dalam bentuk tabel, persentase, maupun deskripsi. 

d. Penyimpulan, dilakukan berdasar dari data dan informasi yang telah tersusun, 

dihubungkan dengan kajian keilmuan yang sudah difahami dan disiapkan.  

 Terkait dengan penelitian kebijakan peningkatan akseptor KB pria di Kecamatan 

Tembilahan dapat digambarkan dalam diagram taksonomi sederhana sebagai berikut: 
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Implementasi  Program Keluarga Berencana 

 Studi kasus Peningkatan Akseptor KB Pria 

               di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 

Implemetasi 
a. Regulasi 
b. Isi kebijakan 
c. Pelaksanaan 

Komunikasi 
a. Penyampai pesan 
b. Media yang digunakan 
c. Isi pesan 
d. Akibat komunuikasi 

Disposisi 
a. Respon implementator  

terhadap kebijakan 
b. Kognisi 
c. Preferensi nilai 

Sumber daya 

a. Tingkat pendidikan 
b. Usia 
c. Peningkatan 

kemampuan petugas 
d. Kemampuan 

pembiayaan lembaga 

Struktur 
Organisasi 

a. Bentuk organisasi  
pelaksana 

b. SOP 
c. Koordinasi antar 

stakehorders 

 
Implemtasi 

kebijakan 

peningkatan 

akseptor 

KB pria 

Lingkungan 
a. Budaya masyarakat 
b. Sikap keberagamaan 
c. Kepatuhan terhadap 

budaya dan Agama 
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BAB V 

P E N U T U P 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

             Dari hasil pembahasan Implementasi Program Keluarga Berencana Studi Kasus 

Peningkatan Akseptor KB Pria di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang 

dideskripsikan dari Bab I sampai dengan Bab IV  dapat disimpulkan: 

1. Implementasi Program Keluarga Berencana di Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan 

cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Peraturan daerah (PERDA) Nomor 11 

tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan 

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir sebagai respon atas regulasi desentralisasi kewenangan 

bidang Keluarga Berencana dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. 

2. Peningkatan Akseptor KB pria sebagai konsekuensi dari upaya peningkatan kesetaraan dan 

keadilan gender menuju terwujudnya keluarga berkualitas tahun 2015 telah dilakukan 

dengan baik. Indikasi hal ini dengan terakomodasikannya bidang tersebut ke dalam seksi 

jaminan pelayanan KB pada Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam 

lingkungan Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Indragiri Hilir. Yang kini menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. 

3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang indikasinya masih adanya  PLKB 

yang  berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di tingkat lapangan 

(kecamatan), hal ini berimplikasi pada pelaksanaan program yang tidak maksimal. Yang 

pada umumnya ditunjukkan dengan keengganan implementator untuk meningkatkan 
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kualitas diri. Kondisi demikian juga menjadikan isi pesan implementator sangat terbatas 

pada apa yang didapatkan tempo dulu. 

4. Belum terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di kecamatan yang pasti, 

menjadikan pola menejemen sumber daya manusia di lapangan kurang maksimal. Hal ini 

ditunjukkan dengan keragu-raguan koordinator atau pengendali di lapangan, karena 

ketiadaannya payung hukum dalam menentukan wilayah kewenangan, kepastian urusan 

pekerjaan sejalan dengan penggabungan dua bidang pekerjaan (CAPIL dan BKKBN), serta 

ketentuan lain yang terkait dalam menegur bawahannya yang kurang maksimal dalam 

bekerja. 

5. Penggunaan media penyuluhan yang masih konvensional yang hanya memanfaatkan 

pertemuan-pertemuan di balai Kelurahan, sehingga kurang dapat menyentuh sasaran para 

pria yang sibuk bekerja di luar rumah seperti tukang becak dan nelayan. Kenyataan ini 

memberikan efek terhadap kurangnya pengetahuan para bapak terhadap informasi KB pria. 

6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berimplikasi pula terhadap rendahnya komitmen 

petugas dalam meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih 

sedikitnya petugas yang menggunakan alat kontrasepsi pria, keengganan mereka dalam 

menambah pengetahuan baru tentang KB pria, serta masih adanya beberapa petugas KB 

yang seenaknya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bekerja. 

7. Implementasi program Keluarga Berencana dalam rangka peningkatan  partisipasi pria 

dengan penggunaan Kontrasepsi Mantap atau KONTAP Pria dengan Medis Operasi Pria 

(MOP) belum tercapai. 

 8.  Sikap dari para penerima program dalam hal ini pria, masih tergolong kurang baik. 

Sebagian besar masih enggan menerima program yang ada dikarenakan mereka tidak  
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memahami manfaat MOP itu sendiri. Mereka masih menilai bahwa MOP itu buruk. 

Sebagian besar dari mereka menolak adanya MOP. 

9. Dimensi lingkungan kebijakan ternyata juga mempunyai andil yang cukup   besar dalam 

implentasi kebijakan peningkatan akseptor KB pria di Kecamatan Tembilahan. Hal yang 

demikian ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya tokoh agama yang menganggap 

bahwa KB merupakan perbuatan mutasyabihat (samar-samar antara halal dan haram), sikap 

perempuan yang masih merasa dirinya harus yang lebih prihatin dan mengalah, serta 

ketakutan para ibu jika suaminya ikut MOP akan loyo libido seksnya atau mungkin mencari 

perempuan lain (jajan di luar). 

10. Secara umum kebijakan peningkatan akseptor KB pria di Kecamatan Tembilahan 

dipengaruhi oleh empat dimensi besar, yang meliputi, dimensi komunikasi, sumberdaya, 

disposisi, serta struktur organisasi.  

     Kebijakan peningkatan akseptor KB pria merupakan bagian yang tak         terpisahkan dari 

masalah sosial, sehingga faktor lingkungan sosial juga ikut mempengaruhi implementasi 

Program Keluarga Berencana. Kenyataan ini dapat diamati dari pengaruh tokoh agama, baik 

figur pribadinya dalam hal tidak ikut KB, maupun interpretasi terhadap teks agama yang 

dianutnya. Kemudian sifat masyarakat yang paternalistik, sikap pasrah dan “nerimonya” 

istri terhadap keputusan suami, serta sikap masyarakat dalam mencerna budaya dan rumor 

yang ada dalam lingkungannya, seperti MOP menjadi “loyo dan gemuk”. 

 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir umumnya, dan 
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petugas lapangan keluarga berencana di tingkat kecamatan khususnya, mutlak diperlukan, 

Hal ini dapat dilakukan dengan model diklat maupun tugas belajar. 

2.  Perlunya  peningkatan  kualitas komunikasi, baik isi pesan yang disampaikan maupun 

media yang digunakan, sehingga akibat komunikasi yang ditimbulkan dapat lebih tepat 

sasaran dan dapat diterima dengan baik dan sempurna yang pada akhirnya memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan akseptor KB pria. 

3.  Perlu memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka bekerja secara total 

dalam melaksanakan kebijakan/program. 

      4. Perlunya menentukan jenis kelembagaan yang tepat dan pasti di tingkat kecamatan sehingga 

lebih memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pimpinan di lapangan 

dalam memberdayakan petugas lapangan (PLKB) dalam mengelola program Keluarga 

Berencana pada umumnya dan peningkatan akseptor KB pria pada khususnya. 

5. Perlunya peningkatan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, 

Departemen Agama serta LSM yang ada di semua jenjang pemerintahan dalam 

memberikan  penyuluhan pada tokoh masyarakat di Kelurahan, sehingga kesan negatif 

terhadap KB pria seperti menjadi loyo kemampuan seksnya, menurunnya libido seks, serta 

persoalan KB dari sisi agama  masih ada anggapan sesuatu yang harus dihindari akan 

semakin kecil yang akhirnya berubah menjadi kesan positif. 

6.  Untuk para peneliti yang tertarik dengan kajian masalah Keluarga Berencana dan kesehatan 

reproduksi dapat lebih memfokuskan pada sisi identifikasi keinginan masyarakat dalam 

menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini disamping akan membantu memberikan alternatif 

kebijakan yang diperlukan dalam program keluarga berencana, juga bermanfaat dalam 

penigkatan akseptor KB pria. 
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                                      PEDOMAN WAWANCARA 

I. UNTUK SASARAN 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Penididikan : 

5. Jumlah anak hidup : 

6. Usia anak terakhir : 

7. Jabatan Dalam Masyarakat : 

8. Alat Kontrasepsi yang digunakan : 

9. Tgl/Bln. Menggunakan alat kontrasepsi yang terakhir : 

10. Apa yang Bp./Ibu ketahui Tentang KB ? 

11. a. Menurut Bp./Ibu apa yang menjadi tujuan Keluarga Berencana? 

      b. Alat kontrasepsi apa saja yang bapak/Ibu ketahui ? 

12. a. Dari mana ibu/Bp. Mendapatkan pengetahuan tentang KB ? 

      b. Manfaat apa yang Bp./Ibu rasakan setelah mengikuti Program KB ? 

13. Bagaimana proses mendapatkannya ? 

14. Bagaimana tanggapan Bp./Ibu tentang penyuluhan yang selama ini 

      disampaikan oleh Petugas KB (PLKB) ? 

15. Apa yang Bp.ketahui tentang KB Pria ? 

16. Bagaimana pandangan Bp./Ibu tentang alat kontrasepsi Pria ? 

17. Mengapa Bp./Ibu menggunakan/tidak alat kontrasepsi pria ? 
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18. a. Siapa biasanya yang mendorong/mencegah dalam keluarga Bp./ibu, 

          untuk menggunakan/tidak alat kontrasepsi pria ? 

        b. Setelah mengikuti KB Pria, ketika ada masalah tentang KB pria 

            bagaimana Bp.Ibu mengambil langkah ? 

        c. Bila masalah sebagaimana tersebut di atas dilaporkan ke petugas 

            bagaimana langkah yang diambil petugas ? 

19. Bagaimana saran Bp./Ibu untuk petugas KB dan BKKBN agar alat 

       kontrasepsi Pria lebih bisa diterima masyarakat secara umum ? 

       a. Media Penyuluhannya ? 

       b. Sikap Petugas Penyuluhnya ? 

       c. Jumlah Petugasnya ? 

       d. Frekuensi penyuluhannya ? 

       e. BKKBN/Badannya ? 

       f. Tempat Pelayanannya ? 

       g. Kualitas pelayanannya ? 

       h. Fasilitas dan tempat pelayanannya ? 
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II. UNTUK PETUGAS/PLKB/PPLKB/PPKBD 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Jumlah anak hidup : 

5. Usia anak terakhir : 

6. Pendidikan Terakhir : 

7. Mulai bertugas jadi Penyuluh KB : 

8. Jabatan dalam penyuluh : 

9. Alat kontrasepsi yang digunakan ? 

10. Tgl./bln. Menggunakan alat kontrasepsi yang terakhir ? 

11. Berapa kali pelatihan KB setelah tahun 2000 ? 

12. a.Apa yang Bp./ibu ketahui tentang KB pria ? 

      b.Apa Tujuan KB Pria yang Bp. Ibu ketahui ? 

13. a. Apakah selama ini ada usaha untuk menambah pengetahuan tentang 

          KB Pria ? 

       b.Dari mana Bp./ibu memperkaya pengetahuan tentang KB pada 

          umumnya dan KB pria khususnya selama ini ? 

       c. Apa yang bapak/Ibu gunakan sebagai standar penyuluhan KB pria ? 

14. Berapa jumlah Kelurahan binaan Bp./ibu ? 

15. Berapa kali Bp./Ibu melalkukan penyuluhan KB pria untuk masing-masing 

      Kelurahan per minggunya ? 

16. a. Bagaimana biasanya tekhnis penyuluhannya ? 

      b. Bila ada masalah bagaimaana Bp./Ibu mengambil langkah ? 
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      c. Secara umum bagaimana tingkat kepuasan akseptor terhadap 

          pelayanan yang Bp./Ibu berikan ? 

  17. Bagaimana saran Bp./Ibu agar akseptor KB pria dapat meningkat 

        jumlahnya dengan baik ? 

        a. Media Penyuluhannya ? 

        b. Sarana/prasarana/alat, bahan penyuluhan/ Pelayanan ? 

        c. Jumlah Petugas ? 

        d. Lembaga/ Badannya ? 

        e. Jumlah tenaga ? 

        f. Fasilitas pelayanan ? 

        g. Pembiayaan ? 
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III. UNTUK TOKOH MASYARAKAT/STAKEHOHDERS 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Pendidikan : 

5. Jumlah anak hidup : 

6. Jabatan dalam Masyarakat : 

7. Usia anak terakhir : 

8. Alat KB yang digunakan saat ini : 

9. Apa yang Bp./ibu ketahui tentang KB Pria ? 

10. Bagaimana Pandangan Bp./Ibu tentang kebijakan KB Pria ? 

11. Menurut Bp/Ibu apa yang menjadi penghambat/pendukung tentang 

      peningkatan akseptor KB Pria ? 

12. Saran usulan untuk meningkatkan akseptor KB pria 

      a. Sikap petugasPetugas ? 

      b. Lembaga ? 

      c. Fasilitas dan tempat pelayanan ? 

      d. Media penyuluhan ? 

      e. Kebijakan yang diterapkan saat ini ? 

      f. Lainnya ? 
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      INDEKS / SINGKATAN / ISTILAH 

1. AB : Akseptor Baru/Akseptor KB Baru 

2. Alkon : Alat Kontrasepsi 

3. Alokon : Alat dan Obat Kontrasepsi 

4. IUD : Intra Uterine Device (alat kontrasepsi dalam rahim/AKDR) 

5. KB : Keluarga Berencana 

6. KDM : Kondom 

7. KESPRO : Kesehatan Reproduksi 

8. KHIBA : Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak 

9. KIE : Komunikasi Informasi dan Edukasi 

10. KS : Keluarga Sejahtera 

11. MOP : Medis Operasi Pria / Vasektomi 

12. MOW : Medis Operasi Wanita / Tubektomi 

13. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

14. NKKBS : Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 

15. PA : Akseptor KB Aktif 

16. PUS : Pasangan Usia Subur 

17. PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

18. PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

19. PPLKB : Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana 

20. PPM : Perkiraan Permintaan Masyarakat 

21. LSOM : Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat 

22. SOTK : Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

23. STK : Suntik / Salah satu jenis alat kontrasepsi 
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